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Kata Pengantar  
 

 

Ketika lembaga kepailitan diperkenalkan kembali kepada masyarakat hukum kita, banyak 
kalangan yang meragukan kemampuan lembaga ini untuk menjawab kepentingan hukum masyakat 
kita, khususnya para pelaku ekonomi. Latar belakang kehadiran lembaga kepailitan terutama 
disebabkan keter-purukan ekonomi kita pasca krisis moneter di samping ketakpercayaan terhadap 
lembaga penegak hukum lainnya.   

Dengan mekanisme kepailitan diharapkan terdapat kepas-tian hukum dalam penyelesaian utang 
piutang ini, tentu saja dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak antara lain kreditor, 
debitor dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penyelesaian utang-piutang antara debitor 
dengan kreditor. Melalui mekanisme kepailitan diharapkan tercipta suatu solusi yang memerhatikan 
kepentingan seluruh pihak secara menyeluruh. Namun, penggunaan lembaga ini tetap harus dilihat 
sebagai  ultimum remedium, artinya jika cara lain sudah ditempuh, tetapi belum mendapatkan hasil 
yang maksimal, mekanisme kepailitan dapat ditempuh sebagai jalan keluar terakhir.  

Dalam kerangka mekanisme kepailitan, terdapat berbagai kemungkinan jalan keluar yang 
menguntungkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu kepailitan.  
Kepailitan sesungguhnya tidak dapat dianggap sebagai lonceng kematian bagi debitor pailit dan 
kehilangan segalanya bagi kreditor dan stakeholder lainnya.   

Hipotesis di atas merupakan keinginan yang ideal atau das sollen dari Hukum Kepailitan yang 
berlaku di negara kita. Dalam praktiknya tidak selamanya keinginan itu dapat diwujudkan dalam 
sebuah undang undang dan malah seringkali timbul berbagai masalah  dalam pelaksanaan undang 
undang itu sendiri. Dua masalah di atas akan berakibat langsung kepada masyarakat yang 
bersentuhan dengan kepailitan ini. Akhirnya, perlu dicari penyebab yang mendasar, yakni apakah 
pembuat undang-undang telah dengan serius mempertimbangkan seluruh aspek dalam 
pembuatannya. Ternyata, dapat ditemukan dalam UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan 
PKPU, prinsip perlindungan hukum yang seimbang. Prinsip ini ternyata tidak terwujud dalam 
substansinya, Kreditor, Debitor dan pihak lain tidak merasakan perlindungan yang me-madai, 
keseimbangan hak di antara mereka tidak ditemukan. Hal inilah yang menjadi bahan pembahasan 
dalam buku ini. 

Disadari bahwa dalam penyajian buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Biarlah para 
pembaca yang budiman berkenan memberikan masukan yang berharga. Saran dan kritik masih 
tetap diperlukan. 

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., Pemimpin 
Penerbit PT. Alumni Bandung yang telah memfasilitasi penerbitan dalam waktu relatif singkat hingga 
buku ini berada di tangan Pembaca. 
 
Jakarta,  Juli 2011                                          Penulis 
     
 
                                                           Bernard  Nainggolan                      
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